BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR ¢ TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undan
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); “I }‘ ',
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara
Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan yang meliputi:

laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional,;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
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Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan ...........ccccoeviiiiiniiinnnnns Rp 1.400.956.430.711,00
b. Belanja......c.ccccoiiiiiiiiiiiienniieninn Rp 1.373.350.393.253.00
Surplus/(Defisit)........... Rp 27.606.037.458,00
d. Pembiayaan :
- Penerimaan.........cccoceeevviniinnnnns Rp 63.076.262.956,00
- Pengeluaran ........ccoovviiineinnannnnns Rp 72.409.349.558,00
Pembiayaan Netto................ Rp (9.333.086.602,00)
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp67.931.010.010,00, dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah

Perubahan ........cveveveereeennn. Rp 1.468.887.440.721,00
b.  RealiSasi.......cccccooviveerriennn. Rp 1.400.956.430.711,00
Selisih lebiR ...ccveruecerrueens Rp 67.931.010.010,00

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp98.209.273.864,00 ,dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah

PErabalarl . cmsamesvassssens Rp 1.471.559.667.117,00
B Real8asl .o nssisenss Rp 1.373.350.393.253,00
Selisih lebih......c.ccccvverunanns Rp 98.209.273.864,00
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Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp(30.278.263.854,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran setelah perubahan Rp (2.672.226.396,00)

b.  Realisasi surplus (defisit) .......... Rp 27.606.037.458,00
Selisih kurang ........co.eeeueeee Rp (30.278.263.854,00)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp12.005.312.998,00, dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah perubahan. Rp 75.081.575.954,00
b. Realisasi......ccceevrvinniiiniiiiiniininnnns Rp 63.076.262.956,00
Selisih kurang........c.ccccuueue.. Rp 12.005.312.998,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan .Rp 72.409.349.558,00
b. REQANSAEI 0005w smina i smise s ik Rp 72.409.349.558.,00
SEUMR .. sisississcisiiicirssisiainse Rp (0,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai

berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal ............ Rp 63.081.575.953,00
b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun

o o L TTE Rp 63.076.262.956,00

Sub total.............. Rp 5.312.997,87

c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA/SIKPA) ................ Rp 18.278.263.853,87
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya..........ccocoveinnnnn Rp (5.312.997,87)
A  LBIn=1nd. o mssamevssennvse sun Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir ........... Rp 18.272.950.856,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31
Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.

2o o

Jumlah @88t asenasmmnnannns Rp 2.665.044.882.484,85

Jumlah kewajiban ........ccoceeviniinnnnn. Rp 333.288.956.757,00

EKUItas ..oovovvniiiiiiiiiiieiie e Rp 2.331.755.925.727,85

Jumlah kewajiban dan ekuitas

o i 1 (R T Rp 2.665.044.882.484,85
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2023 sebagai berikut:

a.
b.
c.

Petidapatan-LO ...cicvasviosissinas Rp 1.215.064.466.924,00
Beban ......ccooviiiiiiiii e Rp 1.162.194.274.304,02
Surplus/ defisit dari kegiatan
Operasional .....c.cccceoiiiiiiciinininianna. Rp 52.870.192.619,98
Surplus/ defisit dari kegiatan non
GPErasional ... v onmmmmmessenannss Rp (3.108.238.903,00
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e. Surplus/ defisit sebelum pos luar Rp 49.761.953.716,98

DIASA v Rp 0,00
f. Surplus/ defisit dari pos luar biasa Rp 49.761.953.716,98
g: Surplus/ Defisit =LO......covviimsinincans

Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2023 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp 63.081.575.953,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas

BEOTRERL. s o A Rp 194.756.304.717,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas
IVESEENL oo issmaaaivies s Rp (170.150.267.259,00)

d. Arus kas bersih dari aktivitas

pendanaan ........coceveeieiiiiiiieainnann. Rp (69.409.349.558,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas
tranSitoris ..o vevveiee e Rp 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember
R h—— Rp 18.272.950.856,00
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal .......ccocevviininiiiinninnnns Rp 2.271.169.554.344,78

b. Surplus / defisit = LO ....cccoeviinnninn Rp 49.761.953.716,98

c. Koreksi ekuitas lainnya ..........c...... Rp 10.824.417.666,09

d: ERuitas AR venesaosamssmmmmpsrnss Rp 2.331.755.925.727,85
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. LampiranI :  Laporan realisasi anggaran;

Lampiran .1 :  Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Lampiran 1.2 :  Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran [.3 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan

kegiatan, r/




Lampiran 1.4

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan  pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Lampiran III Laporan Operasional;

d. Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V Neraca;

f. Lampiran VI Laporan arus kas;

g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII Daftar piutang daerah,;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tak Tertagih;

j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

l.  Lampiran XII Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
Diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah (BUMD).

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.




Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 -09 —2024
Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal #0 ~09 -2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024
NOMOR__ 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 (1-109/2024).

Salinan sesyai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,

TI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
V/a)
0704 201101 1 008




